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Abstrak 

 

Sumber daya alam harus mampu dikelola sedemikian rupa sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Salah satunya diwujudkan melalui upaya hilirisasi dengan tujuan 

untuk memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi negara. Nyatanya, acap kali 

pelaksanaannya menemui rintangan khususnya terhadap aturan rambu-rambu 

perdagangan internasional. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah Indonesia 

memiliki hak untuk mengelola sumber daya alamnya secara penuh khususnya dalam 

konteks perdagangan internasional. Berdasarkan metode yuridis normatif yang 

digunakan, dipahami bahwa hak pengelolaan sumber daya alam adalah hak mutlak 

yang merupakan bagian dari kedaulatan sebuah negara. Akan tetapi, pemanfaatan hak 

tersebut haruslah tetap memperhatikan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan 

praktik perdagangan internasional. 

 

Pendahuluan 

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah adalah sebuah anugerah besar dari 

Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman kekayaan sumber 

daya alam tersebut kemudian sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi yakni 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

diperuntukkan yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dalam rangka kegiatan pengelolaan sumber 

daya alam.
1
 Adapun kebutuhan manusia sebagai seorang individu untuk dapat 

menjalani kehidupannya, juga bergantung dari pelbagai sumber daya alam yang 

disediakan Sang Pencipta di muka bumi ini. Oleh karenanya, negara memiliki 

kewajiban untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya untuk 

menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup segenap masyarakat.  
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Akan tetapi, pada kenyataannya, kekayaan yang sedemikian rupa dalam situasi 

atau kondisi tertentu, belum mampu untuk memenuhi sepenuhnya apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakat.
2
 Oleh sebab itulah, Indonesia membutuhkan jalinan hubungan 

kerjasama dengan negara-negara lain dalam mendukung pemenuhan kebutuhan 

tersebut. Jalinan hubungan kerjasama tersebut kemudian diwujudkan salah satunya 

dalam bentuk hubungan perdagangan internasional. Melalui praktik perdagangan 

antar negara, diharapkan negara dapat saling memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

masing-masing demi kesejahteraan rakyat masing-masing. Baik itu melalui 

pemenuhan komoditi tertentu secara langsung atau dalam rangka mendapatkan 

keuntungan berupa pemasukan negara dari adanya praktik perdagangan internasional 

tersebut. 

Karunia atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadikannya 

sebagai salah satu mitra dagang potensial dalam konteks perdagangan global. Mulai 

dari minyak bumi hingga hasil olahan berbagai produk membuat Indonesia mampu 

untuk berperan dan berkecimpung di dalam ruang lingkup perdagangan global 

khususnya dalam bidang ekspor dan impor. Kedudukan yang potensial dan strategis 

ini disadari oleh pemerintah Indonesia bahwa hal tersebut adalah sebuah peluang 

yang dapat dimanfaatkan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Yakni bahwa sumber daya alam yang dimiliki tersebut haruslah dapat 

dikelola sedemikian rupa agar dapat mempunyai nilai tambah (added value) sebagai 

sebuah komoditi yang siap diperdagangkan di pasar global.
3
 Hal itulah yang 

kemudian menjadi landasan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo, menggaungkan program hilirisasi terhadap hampir seluruh sektor 

perdagangan dengan prioritas utama pada sumber daya alam tambang dan mineral. 

Melalui adanya program hilirisasi terhadap produk tambang dan mineral, 

diharapkan bahwa komoditas tidak lagi diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah 
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dan memiliki nilai jual yang rendah di pasar global seperti yang selama ini telah 

berlangsung, akan tetapi dapat memberikan nilai tambah terhadap komoditi-komoditi 

tersebut sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat membawa 

kemanfaatan bagi negara. Salah satu sektor yang pertama kali mendapatkan perhatian 

untuk dilakukan hilirisasi adalah atas komoditas nikel. Indonesia merupakan salah 

satu penghasil nikel terbesar di dunia, dengan adanya tren peralihan kendaraan 

bermotor dengan bahan bakar listrik maka kebutuhan nikel dunia juga meningkat 

pesat. Melihat peluang tersebut, Indonesia melaksanakan hilirisasi terhadap nikel 

melalui serangkaian kebijakan nasional yang mengatur terkait ketentuan ekspor nikel. 

Ketentuan ekspor nikel diatur melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang melarang ekspor 

nikel ore yang berasal dari Indonesia. Nikel ore adalah sebutan bagi komoditas nikel 

yang masih dalam keadaan mentah atau raw material. Melalui adanya pengaturan 

tersebut, maka dipahami bahwa nikel tidak dapat diekspor dalam keadaan mentah 

akan tetapi harus diolah terlebih dahulu menjadi setengah jadi atau menjadi barang 

jadi untuk dapat dilakukan eksportasi ke luar negeri. Disitulah makna dari hilirisasi 

yakni bahwa ada pengelolaan lebih lanjut terhadap sumber daya alam yang dimiliki 

oleh Indonesia untuk menjadikannya semakin bernilai sebelum ia siap untuk dijual ke 

luar negeri. Akan tetapi sayangnya, kebijakan hilirasi khususnya pada sektor nikel 

menuai respon negatif dari mitra dagang Indonesia yang lain secara khusus Uni Eropa 

sehingga harus berakhir menjadi sengketa perdagangan internasional di hadapan 

Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO).
4
 

Adanya batasan-batasan yang diatur di dalam WTO seakan memberikan 

limitasi bagi Indonesia dalam melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber 

daya alamnya. Pengelolaan sumber daya alam bagi sebagian kalangan merupakan 
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sesuatu yang hak mutlak yang dimiliki oleh suatu negara
5
, termasuk kepada 

pengaturannya untuk komersialisasi. Kembali mengingat tujuan pengelolaan sumber 

daya alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun seperti 

terbelenggu oleh adanya kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan pihak 

eksternal yang dalam hal ini adalah negara lain. Oleh karenanya, menjadi hal yang 

menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana sepatutnya Indonesia 

melakukan pengelolaan sumber daya alamnya untuk dengan tujuan untuk 

memberikan nilai tambah terhadapnya secara khusus dalam konteks praktik 

perdagangan internasional. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan sebuah 

pertanyaan untuk didiskusikan di dalam penulisan ini yakni: Apakah Indonesia 

memiliki the right to development dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang 

memberikan nilai tambah dalam praktik perdagangan internasional? Secara 

komprehensif dan holistik akan dibahas mengenai kedudukan hak suatu negara untuk 

mengelola kekayaan sumber daya alamnya khususnya untuk dipergunakan sebagai 

komoditas perdagangan dalam pasar global, bagaimana kemudian antara kepentingan 

internal dan eksternal dapat diakomodir secara bersamaan dengan meminimalisir 

pencideraan hak atau adanya pelanggaran terhadap kewajiban sehingga dapat 

dilakukan suatu upaya yang tetap harmonis namun dapat mengedepankan 

kepentingan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta kasus.
6
 Dengan 

menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur terkait, kemudian 

akan dilakukan analisa mendalam untuk menjawab permasalahan yang hendak 

didiskusikan sehingga pada akhirnya juga mampu memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut.  
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Pembahasan 

1. The Right to Development sebagai Bagian Kedaulatan Negara 

Salah satu hal yang absolut tentang eksistensi sebuah negara adalah berkenaan 

dengan kedaulatan yang dimilikinya. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi 

yang eksklusif yang dapat dimiliki oleh negara untuk dengan secara bebas melakukan 

kegiatan yang sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum internasional. Salah satu aspek yang tercakup di dalamnya adalah aspek 

teritorial yang berarti terdapat kekuasaan penuh untuk negara atas individu dan benda 

yang terdapat di wilayah teritorialnya.
7
 Kedaulatan memiliki sifat monopoli atau 

summa potesta yang hanya dapat dimiliki oleh negara. Salah satu esensi penting 

mengapa kedaulatan perlu dimiliki oleh suatu negara adalah menjadi bukti bahwa 

negara tersebut dapat menentukan nasibnya sendiri (self-determination) sebagai 

negara yang merdeka, penguasaan tersebut tentunya dilakukan dalam rangka 

mewujudkan kepentingan bagi pihak yang mempercayakan kedaulatan tersebut 

(rakyat). 

Dalam konteks hukum internasional, ada kalanya kedaulatan menjadi tidak 

mutlak atau absolut bagi negara. Seiring dengan dinamika perkembangan hukum 

internasional kontemporer, terdapat pergeseran makna akan kedaulatan negara. 

Paradigma kedaulatan dipahami bukan sebagai alasan untuk menarik diri dari 

hubungan internasional namun justru sebagai bukti suatu negara memiliki kapasitas 

dan menjalin hubungan internasional dalam rangka kerja sama. Meskipun adanya 

consent untuk mengikatkan diri ke dalam organisasi internasional tertentu, yang 

bahkan juga dapat merambah kepada integrasi sistem hukum domestik dengan 

internasional. Kedaulatan harus tetap dipandang sebagai suatu konsep yang positif 

dalam rangka memberikan perlindungan dan mengutamakan rakyat yang didukung 

dengan konsep Responsibility to Protect yang secara bersamaan juga harus mampu 
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diimplementasikan selaras dengan konsep Multilateral Pooled Sovereignty yang 

diwujudkan dalam ketergabungan suatu negara dalam berbagai institusi atau 

organisasi internasional.
8
 

Untuk mendukung hal tersebut, digagas dan disepakati mengenai suatu hak 

mendasar bagi suatu negara untuk tetap dapat memiliki kapasitas mempraktikkan 

kedaulatannya secara penuh sehingga dapat menentukan nasib sendiri yakni melalui 

the right to development (RTD). RTD diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk deklarasi melalui Resolusi Nomor 41/128 Tahun 

1986. RTD dimaknai sebagai nilai dari hak asasi manusia dimana setiap individu 

bahkan bangsa wajib berpartisipasi, berkontribusi, dan berhak menikmati 

pengembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga seluruh hak 

asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental dapat direalisasikan.
9
  

Hal yang menjadi salah satu akar dari RTD, yang kemudian juga perlu 

diimplementasikan lebih lanjut adalah mengenai prinsip permanent sovereignty over 

natural resources. Prinsip ini memberikan kedaulatan mutlak bagi suatu negara untuk 

melakukan langkah pengembangan (development) terhadap sumber daya alamnya 

meliputi eksplorasi, pengembangan, disposisi, hingga kepada kebijakan terkait 

perdagangannya.
10

 Prinsip ini diatur di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 

1803 (XVII) Tahun 1962. Dengan demikian melalui prinsip ini, dimaknai negara 

memiliki kedaulatan penuh untuk dapat bisa menentukan arah kebijakan berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya termasuk dalam rangka 

melakukan perdagangan internasional. Berdasarkan ketentuan Paragraf 7 dari 

Resolusi a quo, ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini bertentangan 

dengan semangat dan prinsip yaang terkandung dalam Piagam PBB dan merupakan 

upaya untuk menghalangi pengembangan kerjasama internasional dan menjaga 
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kedamaian. Dalam Paragraf 8 ditegaskan pula bahwa setiap organisasi internasional 

harus memberikan penghormatan terhadap prinsip ini. Dengan demikian, menjadi 

konsekuensi logis, bahwa praktik perdagangan internasional di bawah WTO harus 

turut mengakomodir prinsip ini. Namun menjadi sebuah pertanyaan yang harus 

dijawab adalah, bagaimana implementasinya dalam praktik perdagangan antar negara 

anggota. 

 

2. Potensi dan Urgensi Hilirisasi Sumber Daya Alam  

Kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, menjadi peluang yang 

sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk mengamalkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 

RI 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbicara mengenai 

potensi yang dimiliki oleh Indonesia, maka kekayaan sumber daya alam di Indonesia 

adalah sangat beragam dan dalam kapasitas cadangan yang besar. Tak heran bila 

potensi tersebut menjadi incaran negara-negara lain di dunia untuk dapat menjalin 

kerjasama dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra dagangnya. Potensi 

sumber daya alam Indonesia dapat dilihat melalui daftar pada tabel berikut:  

Nama Sumber Daya Alam Jumlah 

Batu Bara 148,7 miliar ton 

Nikel (Bijih) 8,26 miliar ton 

Tembaga 15,08 miliar ton 

Timah (Bijih) 10,78 miliar ton 

Tanah Jarang 206.000 ton 

Bauksit (Bijih) 1,7 miliar ton 

Sawit 49 juta ton 

Karet 3 juta ton 

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia
11

 

Berdasarkan daftar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya alam yang sangat 

besar dan menjadi incaran seluruh dunia. Terlebih lagi untuk sumber daya alam 
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logam yang masih berupa bijih atau yang bisa disebut sebagai ore yang merupakan 

bahan mentah, memiliki jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan logam 

lainnya. Potensi besar dari ores tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Ketika Indonesia hanya memperdagangkan logam dalam bentuk bijih 

maka dia memiliki nilai jual yang lebih rendah dibandingkan jika bijih tersebut diolah 

terlebih dahulu di dalam negeri sebelum siap diperdagangkan ke luar negeri. 

Indonesia bahkan pernah mendapat julukan sebagai ‘the export of raw material 

specialist’
12

, dikarenakan hanya mengandalkan bahan mentah untuk diekspor ke para 

mitra dagangnya. Potensi yang besar itu akan sangat disayangkan apabila tidak diolah 

semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, dalam artian sudah sepatutnya untuk 

mengelolanya sedemikian rupa agar memberikan nilai tambah. 

Upaya untuk memberikan nilai tambah itu salah satunya dipercayai melalui 

implementasi hilirisasi yang saat ini masih berfokus di sektor industri tambang dan 

mineral, melalui kebijakan kementerian terkait, Indonesia mewajibkan pengolahan 

domestik sebelum sebuah komoditi di ekspor ke luar negeri. Hilirisasi adalah upaya 

untuk melakukan pengelolaan di bagian akhir atau hilir dari suatu proses, yang dalam 

pertambangan maka proses hilirisasi ada pada tahap peleburan dan pemurnian. Kedua 

proses itu yang harus dilaksanakan di dalam negeri, sehingga dipercaya mampu 

meningkatkan nilai jual suatu komoditi dibandingkan dengan keadaannya sebagai 

bahan mentah.
13

  

Mengapa hilirisasi menjadi penting untuk dilakukan oleh Indonesia, adalah 

mutlak demi kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia dalam hal ini menganut 

konsep sebagai negara hukum kesejahteraan, yakni negara  yang bertujuan 

mensejahterakan kehidupan warganya secara merata dan dituntut mampu 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Cita negara hukum 

kesejahteraan tersebut termaktub di dalam Pembukaan UUD RI 1945 maupun Pasal 
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33 UUD RI 1945 yang mengatur negara berperan aktif dalam mengatur 

perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.
14

 Dengan demikian, pemerintah 

memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat selalu terwujudkan 

yang salah satu jalannya adalah dengan memastikan perekonomian bertumbuh dan 

menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk dapat menjadi sebuah negara yang 

maju tentunya ditandai dengan pendapatan domestik bruto (PDB) yang meningkat, 

sehingga hilirisasi menjadi salah satu upaya mendongkrak penerimaan negara yang 

tepat. 

 

3. Tantangan dalam Perdagangan Internasional 

Dengan adanya potensi besar yang menjanjikan bagi Indonesia dan didukung 

dengan adanya prinsip permanent sovereignty over natural resources (PSNR), maka 

pada dasarnya Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan 

pengaturan penuh terhadap sumber daya alam yang dimiliki termasuk dalam aspek 

perekonomian dan perdagangan. Akan tetapi pada kenyataannya, Indonesia juga 

merupakan negara anggota dari WTO sejak tahun 1995 melalui diratifikasinya 

Marrakesh Agreement. Dengan demikian menjadi sebuah konsekuensi bagi Indonesia 

untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam WTO terkait dengan 

praktik pelaksanaan perdagangan internasional. 

Di dalam WTO, terdapat rambu-rambu pengaturan mengenai perdagangan 

internasional dan dalam hal perdagangan komoditi sumber daya alam, maka tercakup 

dalam General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) yang mengatur perdagangan 

barang. GATT juga mengatur mengenai larangan-larangan untuk menerapkan 

hambatan perdagangan selain dari pada bea masuk/keluar atau tarif sebagai upaya 

pembatasan ekspor dan impor sebagaimana diatur dalam Article XI GATT. Tentunya 

ini menjadi suatu hal yang sekilas kontradiktif dengan prinsip PSNR dan menjadi 

tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan yang liberal atas 
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sumber daya alamnya. Bukti konkrit dari tantangan ini adalah melalui sengketa 

pelarangan ekspor nikel ore yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, yang 

mana dalam hal ini Indonesia gagal membuktikan bahwa ia tidak melanggar ketentuan 

Article XI GATT dan dinyatakan kalah oleh Panel DSB WTO. Adapun Panel DSB 

WTO juga telah menyatakan bahwa WTO senantiasa memberikan penghormatan 

terhadap prinsip PSNR, akan tetapi implementasi tersebut juga harus mampu selaras 

dengan apa yang telah disepakati bersama dalam kerangka hukum WTO.  

Dengan demikian, yang patut menjadi perhatian bagi Indonesia adalah, bahwa 

pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip PSNR tersebut adalah 

hal yang masih melekat pada suatu negara akan tetapi dalam melaksanakannya tidaklah 

dapat dilakukan dengan melanggar apa yang menjadi kewajiban sebagai negara 

anggota WTO. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilaksanakan dengan 

mengikuti apa yang telah disepakati juga oleh Indonesia. Akan tetapi menjadi 

pertanyaan berikutnya, apakah hilirisasi menjadi sesuatu yang mungkin untuk 

dilaksanakan pada praktik perdagangan internasional? Hilirisasi dapat dimaknai 

sebagai sebuah hambatan teknis dikarenakan mewajibkan adanya pengelolaan 

domestik yang bahkan membutuhkan pembangunan smelter-smelter. Sepanjang 

hilirisasi tersebut sesuai dengan tata cara pengaturan dalam Technical Barrier Trade 

Agreement maka masih dapat diimplementasikan.  

Aspek lain yang juga dapat dipertimbangkan dan diperhatikan adalah bahwa di 

dalam WTO terdapat suatu perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang yang 

memang membutuhkan dukungan (support and assistance) untuk dapat melaksanakan 

perdagangan internasional dengan baik dan menambah kemanfaatan bagi mereka, 

yakni dengan adanya konsep Special and Differential Treatment (SDT). Hilirisasi 

apabila nyatanya menjadi tidak mungkin untuk diterapkan secara maksimal, maka 

sudah sepatutnya WTO kembali merundingkan apakah hilirisasi atau hambatan teknis 

lainnya perlu diatur ulang bagi negara berkembang melalui SDT yang tentunya 

didukung oleh prinsip PSNR. Dengan demikian, perdagangan internasional benar-



benar dapat membawa kemanfaatan bagi seluruh golongan negara anggota WTO yang 

merupakan bagian kesatuan dari masyarakat internasional. 

Penutup 

Memanfaatkan potensi yang dianugerahkan kepada Indonesia menjadi sesuatu 

yang tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tersebut sangat dapat dilakukan 

oleh karena adanya the right to development yang dimiliki oleh Indonesia untuk 

mengatur dan mengelola seluruh sumber daya alamnya secara independen tanpa 

intervensi pihak manapun, yang mana hal ini didukung oleh prinsip PSNR. Upaya 

hilirisasi menjadi salah satu bentuk perwujudan the right to development untuk 

menambah nilai jual komoditas sumber daya alam Indonesia yang hendak 

diperdagangkan. Meski demikian dalam implementasinya, tentu tetap harus 

mengikuti rambu-rambu praktik perdagangan internasional yang ada di dalam WTO 

agar jangan sampai upaya tersebut berbalik mendatangkan kerugian dari pada 

kemanfaatan bagi Indonesia. Di samping itu, the right to development juga harus 

tetap mampu diakomodir oleh WTO dalam praktik perdagangan internasional 

khususnya bagi negara berkembang, khususnya dengan memanfaatkan konsep SDT 

yang ada di dalam WTO. 
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